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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 79 TAHUN 2015

=====================================================
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 79 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABANAN 
NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

	Menimbang

Mengingat


Menetapkan

	:

:

:
	a. bahwa kebijakan akuntansi piutang dan kebijakan akuntansi dana bergulir sebagai bagian dari kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabanan; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah pada tanggal 18 November 2015, kebijakan akuntansi piutang dan kebijakan akuntansi dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu disesuikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabanan;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 310); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013  Nomor 1425);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABANAN NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. LAMPIRAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN pada huruf “M. KEBIJAKAN AKUNTANSI PER AKUN”, nomor “1. Aset”, huruf “c. Piutang”, poin “PENILAIAN”, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:
PENILAIAN 

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. 

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. 

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut: 

1. Kualitas Piutang Lancar; 

2. Kualitas Piutang Kurang Lancar; 

3. Kualitas Piutang Diragukan; 

4. Kualitas Piutang Macet. 

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan: 

(1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria: 

(a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/ atau 
(b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
(c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 

(d) Wajib pajak kooperatif; dan/atau 

(e) Wajib pajak likuid; dan/atau 

(f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding. 

(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria: 

(a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 

(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
(c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 

(d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 

(e) Wajib pajak mengajukan keberatan/ banding. 

(3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria: 

(a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau 

(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
(c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau 

(d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 

(e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas. 

(4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria: 

(a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau 

(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
(c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau 

(d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 

(e) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure). 

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan: 

(1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria: 

(a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 

(b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
(c) Wajib pajak kooperatif; dan/atau 

(d) Wajib pajak likuid; dan/atau 

(e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ banding. 

(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria: 

(a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 

(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
(c) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 

(d) Wajib pajak mengajukan keberatan/ banding. 

(3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria: 

(a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau 

(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
(c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau 

(d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas. 

(4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria: 

(a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/ atau 

(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan; dan/ atau
(c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/ atau 

(d) Wajib Pajak bangkrut/ meninggal dunia; dan/ atau 

(e) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure). 
Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi dapat dilakukan dengan ketentuan: 

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) Umur piutang kurang dari 1 bulan; dan/atau

(b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

(2) Kualitas Kurang Lancar, ditentukan dengan kriteria:

(a) Umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; dan/atau
(b) Apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan pertama belum melakukan pelunasan.
(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

(a) Umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan/atau

(b) Apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua belum melakukan pelunasan.

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria:

(a) Umur piutang lebih dari 12 bulan; dan/ atau

(b) Apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga belum melakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
Penggolongan kualitas Piutang selain Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan: 

(1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tangga
(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan; dan/ atau

(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan/ atau

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria:

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; dan/ atau

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebesar: 

(1) Kualitas Lancar sebesar 0,5% dari piutang kualitas lancar; 

(2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); 

(3) Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan 

(4) Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).  

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang. Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan/ tanggal pelaporan. 
2. LAMPIRAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN pada huruf “M. KEBIJAKAN AKUNTANSI PER AKUN”, nomor “1. Aset”, huruf “e. Investasi Jangka Panjang”, poin “PENGUKURAN DAN PENILAIAN”, angka “(1)”, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

(1) Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizeable Value). Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dana bergulir dan/atau upaya penagihan. Penggolongan kualitas dana bergulir terdiri atas:
a. Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:

1. Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/ atau

2. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau

3. Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/ atau

4. Penerima dana kooperatif.

b. Kualitas kurang lancar dapat ditentukan dengan kriteria:

1. Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/ atau

2. Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/ atau

3. Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau

4. Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

1. Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

2. Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/ atau

3. Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau

4. Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

d.
Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

1. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau

2. Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau

3. Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

4. Penerima dana mengalamai kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau

5. Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;

b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;

c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.
Ditetapkan di Tabanan

Pada tanggal 23 Desember 2015
PENJABAT BUPATI TABANAN,

                 TTD
   
      I WAYAN SUGIADA
Diundangkan di Tabanan

Pada tanggal 23 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, 

         TTD
I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 NOMOR 79
1203

